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PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 027 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOCMOR 4 TAHGN 2002
TENTANG PELAYANAN HESEHATAN

GRATIS [YANKESTIS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

d.

BUPATI GOWA,

bahwa dalam rangka
mensinergikan program
Kementerian Xesehatai dan
Pemerintah Dacrah menuruit asas
desentralisasi, maka periu
mengubah dan menirngjau kembali
Peraturan Daerah  Kabupaten
Gowa Nomor 4 Tahun 2009
tentzang  Pelavanan  Kesrhatan
Gratis (YANKESTIS);

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana  dimaksud  pada
huruf a, perlu  menetapkan
Peraturann Daerah  Kabupaten
Gowa tentang Perubahan alas
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Mengingat

)

Peraturan  Daerah  Kabupaten
Gowa Nomor ¢ Tahun 2009
tentang Pelayanan  Keschatan
Gratis (YANKESTIS).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Tingkat 1T di
Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nornor 25
Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan
Nasional (l.embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambghan Lembaran

Ncgara Republik Indonesia
Nomior 4421j;
Undang-Undang Nomor 29

Tahun 2004 teatang  Fraktik
Kedokteran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 4431):

Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125,
Tambaban  Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437),
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seDagaimang teinh STTRRRTRRR
beberapa kali temkhir dengon
Undang-Undang Nomor | 4
Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang
Noinor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Draerah (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun
2008 Nomor 5% Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor a3
Tahun 2004 tentang Perimbangan
ouangdan  antar:  Pemerintah
Pusat dan Pemeiimahan Daerah
{Lemmbaran Neezram Republik
Indonesia Tahun .20 Nomeor 126,
Tambahan LemrBaran Negara
Republik Indonessa Nomor 4438);

Undang-Undang Nonior 40
Tabhun 2004 tfepiang Sigem
Jaminan Sosiz Nasion i
[Lembaran Negata Repul
[ndonesia Tahum 2004 Nomor 150
Tambahan Lexmivaran Nega
Republik Indonesia Komor 4456);

Undang-Undang Nomor 36
Tahun Z2Z009 temitang Keschatan
(Lembaran Neggarn Republilk
Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tamibaban Lembaran
Neearca Repushilik [nctonesia
Nomor 5063),

Undang-Undang: Nomaor 4 4

Tahun 2000 tendmng Kumah Sakit
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(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006
Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia

Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 teritang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor &2,
Tamkbt hai Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang MNomor 24
Tuhun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan  Sosial
(Lembaran Negara Republik

ndonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256};

Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keunangan  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 149,

Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Femerintah Nomeor 38
lTahun 2007 tentang Pembagian
Urusan  Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Dacrah
Provinsi dain Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

A
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15.

16,

Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan  Daerah  Kabupaten
Gowa Nomor 3 Tahun 2004

tentang Transparans!
Penyelenggaraan Pemerintah
Kabupaten  Gowa  (Lembaran
Daerah Kabupaten Gawa

Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);

Peraturan Daerah  Kabupaten
CGowa Nomor 4 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat
dalam Penyelenggaraan
Pem=rintanan kabupaten Gowa
(Lembaran Dacrah HKabupaten
Gowa Tahun 2004 Nomor 8
Seri E);

Peraiuran Daerah  Kabupaten
Gowa Nomor 10 Tahun 2003
tentang Penyidik Pegawai Negen
Sipil (PPNS) dalam Lingkup
Pemerintah  Kabupaten  Gowa
(Lembaran Dacrah Kabupaten
Gowa Tahun 2005 Nomor 10);

Peraturan Daecrah  Kabupaten
Gowa Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Yabupaten Gowa
(Lembaran Daerah  Kabupaten
Gowa Tahun 2008 Nomor 7)
sehagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Dacrah  Kabupaten
Gowa Nomor 23 Tahun 2011
(Lernbaran  Daereh  Kabupaten
Gowa Tahun 201 1 Nomor 23],

§
ﬁ"’fﬂﬂ/



17. Peraturan Dsaerah Kabupaten
Gowa Nomor 4 Tahun 20049
tentang Pelayanan  Kesehatan
Gratis  (Yankestis] (Lembaran
Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2009 Nomor 4).

Lengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA

cdan
BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN

* DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
(YANKESTIS)

PASAL 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Gowa Nomor 4 Taliun 2006 tentang
Pelavanan Kesehatan Gratis (Yankestis) (Lembaran
Dacrah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 4)
diubah sebagai berikut;



DMantara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan
2 {dua) angka, yakni angka la dan 1b sehingge

{ B
—

Pasal 1 berbunyi sebagai berikul:

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yvang dimaksud
dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
la Pemeriniah adalah Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia.
1b Pemerintah Provinsi adalzh Dinas
Hesehatan Froviosi Sulawesi S=latan.
Pemerini:ahzn Daerah adalah penyeicnggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Ralkyat Daerah
menurut asas oforemi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sisten dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa
beserta Perangkat Daerah sebagal unsur
penyclenggara Pemerintahan Daerah

[

Kabuparten Gowa.

4. Bupati adalahh Bupati Gowa.

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan sebagai salah
satu SKPD dalam lingkup Pemerintah
Kabup »ten Gowa.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keschatan
Kabupaten Gowa



10.

i

Sarena Keesehatan (Sarkes) adalah semua
piranti {iisik berupa gedung, bangunan,
dan kemdaraan, termasuk peralatan
keseizzfary (alkes) yang digunakan untuk
mela ~san.akan program pelayanan
keselnzigm gratis, yakni Pusat Kesehatan
Masvarak:at dan Jaringannya termasuk
Rum .k Biersalin, serta Rumah Sakit.

Pus:zt Kosehatan Masyarakat (Puskesmas)
adalz s Umit Pelaksana Tekms Dinas (UPTD)
vang memilikl jaringan atau jejaring vang
berelp &1 wilavan Kabupaten Gowa, melipuu
Pus esmas  Pembantu  (Pustu), Pooadok
Ber-ziin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa
(Posk csdes), Pos ©  Pelayanan Terpadu
(Posy=mdu), dan Puskesmas Keliling
|Pusklingsi.

Rumah Sakit adalanh Rumah Sakit Umum
Daert." [RSUL) Svekh Yusuf Kabupaten Gowa
di Sungzuminasa.

Rumah Bersalin adalah Rumah Bersalin (RB)
Mattiro [Baji di Sungguminasa.,

.Pusin, Polindes, Poskesdes dan Posyandu

adalah marana kesehatan yang berada pada
tingkat desa dalam wilayah kerja puskesmas
setempat.

12.Puskling adalah sarana kesehatan di

lapangan:,/di luar gedung puskesmas, dengan
mengguniakan kendaraan roda empat/mobil,
kendaracin roda dua,/ sepeda motor atau alat
iransportasi lainnya.
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Pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang
berlangsung secara ruti clan
berkesinambungan, meliputi seluruh aspek
kehidupan dalam masyarakat.

Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk
<eglatan dan jasa pelayanan keschatan
dalam gedung dan/atau di luar gedung sarana
keschatan pada waktu jam kerja (kecuali
untuk kasus kedaruratan medik: 24 jam) yang
diberikan oleh petuges kesehatan kepada
sescorang can/fatau sekelompek.crang sebaga
pasien/klien berupa kunjungan rawat jalan
dan/atau  kunjungan rawat inap dalam
rangka: adminuistrasi, observasi, pemeriksaa,
kesehatan, pemeriksaan penunjang medk,
diagnesis medik, pengobatan, perawatan
(rawat jalan dan rawat inap), perawatan
mitensif, rehabilitasi medik, tindakan medilk.
dan rujukan medik,

.Pelayanan Kesehatan Gratis, yang selanjuinya

disingkat dengan istilah Yankestis, adalah
program pemberian pelayanan kesehatan
kepada masyarakat secara gratis (tidak
dipungut pembayaran) vang diselenggarakan
oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang
dilaksanakan di Pusa. Kesehatan Masyarakal
(Pushesmas] dan janngannya, termasuk
sumah bersalin serta pelavanan kesehatan
rijukan di rumah sakit.

Kunjungan rawat jalan  (rajal) adalah
pelayanan kesehatan dalam bentale

A3 b
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13.

19.

peneobatan danjatau perawatan kesehatan
unium tanpa menginap di sarana kesehatan,
Kunjungan rawat inap (ranap) adzlah
pelayanan kesehatan dalam bentuk
pengobaran dan/atau perawatan Kesehatan
umum dan/atau khusus dengan menginap di
sarana keschatan.

Perawatan intensif  adalah pelavanan
kesehatan  dalam  bentuk  pengobatan
dan/atau perawatan kesehatan  sangat
khusus sesuai dengan indikasi medis dengan
menginep df ruang Perawatan Initensif atan
mmtensif Care Unt (ICUY,

Pemeriksaan  penunjang medik  adalah
kegiatan pemeriksaan diagnostik melalui
peralatan kesehatan terteniu yang bersifat
mendukung/menunjang penegakan diagnosis
medis/klinis, seperti: laboratorium, radiologi,
dan elektrokardicgrafli (EKG).

20.Tindakan medik adalah pelayanan kesehatan

dalam bentuk perlakuan medis terhadap
seorang pasien, baik yang bersifat manual
maupun vang menggunakan
instrumen/ peralatan medis, dengan ujuan
untuk diagnostik ataupun sebagai bagian dan
terapi/pengobatan  sebagai terapi sesual
dengan diagnosis kasus/indikasi medisnya,
seperti: pasang infus, pasang kateter, pasang
alat bantu nafas, resusitasi jantung, kambah
lambung, transfusi darah, bedah ringan,

10
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22,

tindakarn pembedahan, alat bantu  gerak
tubuh, dan lain sebagainya.

Rehabilitasi medik adalah pelayanan
keschatan pada Unit Rehabilitasi Medik (URM]
di rumah sakit sesuai dengan diagnosis kasus
dan indikasi medisnya dalam  bentuk:
fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara,
bimbingan sosiomedik, dan jasa psikologl,
Rujukan medik adalah pelayanan
kesehatan dalam  bentuk  konsultasi
medis/spesialistis  (konsul) atas  kasus
pervakir seorang pasien yang perlu
mendapat pertimbangan akademik dalam

rangka menanggulangi/mengatasi
kesulitan / komplikasi penyakit vang
bersangkutan.

Petugas adalah tenaga keschatan yang

telah diakui memiliki kompetensi
profesional (berijazah) dan merupakan
pejabat fungsicnaal, yang dalaim Poraturan
Daerah ini adalah selaku Pemberi
Pelayanan Kesehatan Gratis, dibagi
menjadi 3 grup yang berkaitan dengan
pembagian jasa profesinya, yaitu: tenaga
medis (dokter, dokter gigi), tenaga
paramcdis keperawatan (perawat, perawal
gigi, teknisi  gigi, bidan, teknisi
el=ktromedis), tenaga paramedis
nonkeperawatan (apoteker, asisten
apcteker, lahoran, radiologis, nutrisionis,
fisioterapis, sanitarian), ¢an tenaEa

B i I
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nonparramedis (administrator kesehatan,
penyul uh kesehatan masvarakat.

2%.Pesertzx adalah penerims pelavanan
keselrautan gratis sebagai pasien/klien vang
berhais: dengan telah memenuhi
kriteniz: /persyaratan tertentu, seperti
antarra  lain  terdaftar resmi sebagai
pencluduk Kabupaten Gowa.,

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3
(tiga) Flascll yakni Pasal S5A. Pasal SB. dan
Pasal 32, sehingga berbunyi schagar berikt;

Paszl 54

(1) P2: -erimtah Daerah sesuai
kewenengannya berhal: dan
berk ewajiban mergatur, merencanakan,
melzksanakan, dan mengevaluasi setiap
penyv.clemggaraan kesehaian yang
diprogramkan oleh  Pemerintab dan
Pemerintah Provinsi.

(2) Dalarm penyelenggaraan keseharan vang
diprogramkan oleh Pemerintah  dan
Pemerintah Provinsi wajib diketahui dan
mendapat rekomendasi dari Bupati.

Pasal 5B

(11 Dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatmn, Bupati dapat membentuk
dan/ataul menunjuk suatu Badan uniok
melakssamalian program jaminan
kesehatain.



(2) Badan  pelaksanza  program Jaminan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada

avat (1) diatur lebih lanjut dengat
Peraturan Bupatl,
Pasal §C
(1) Pengangkatan Dokter danj/atau tenaga

kesehatan lainnya dalam jabatan struktural
dilakukan setelah memenuhl persyaratan
kualifikasi dan standar kompetensi jabatan.

(2) Standar kompetensi jabatan scbagaimana
dimaksud pada avat {1), meliputi:

a. kompetens! dasar, |
b. kompetensi bidang; dan
c. kompetensi khusus.

(3) Keientuan mengenai pengangkatan Dokter
dan/atau tenaga kesehatan lainnya
sehagaimana dimaksud pada avat (1} dan ayat
(2] diatur dengan Peraturan Bupati.

Kctentizn RAR 1] ditambah 1 (satu) Bagian yakni
Bagian Ketiga, dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8
disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, schingga
berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Dokter/Tenaga Medis

Pasal TA
(1) Doktes/tenaga merdis wajib  memberikan
pelayanan medis sesuai dengan standar
profesi dan standar operasional  serta
lcebutuhan medis pasizn.

49 &
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% Dokter vang telah memiliki Surat Tanda
Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP)
sesuai  ketentuan peraturan perundang-
undangan, dapat meracik dan menyerahkan

obat kepada pasien.

PASAL II

-raturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

indangkan.
Aear setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
rengundangan Peraturan  Daerah  ini dengan
pensmpatannys dalam Lembaran Daerah Kabmugpaien
Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa

8 Sepvem-er £013
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR ...7. TAHUN .¢013,

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 4

TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN
KESEHATAN GRATIS

I. UMUM
Kesehatan merupakan kebutuhan dasar
manusia untuk dapet hidup lavak dan nreduktif,
sebagairnana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat
(3} UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Bantuan Pelavanan Kesehatan Gratis,

terutamma terhadap masyarsakat vang belum
mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan kan
membperitkan sumbangan yvang sangat besar bag
terwujuidnya percepatan pencapaian indikator
keschatan vang lebih baik.
I1I. PASAL DEMI PASAL
PASAL I
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal S5A
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan

penvelenggaraan kesehatan yang

|5
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diprogramkan oleh Psmerintah

#xn Pemerintah Provinsi adalah
pemyelengaraan kesehaian  yang
Aimrogramkan  oleh Kementerian
reesehatan Republik Indonesia dan
Dimas Keschatan Provinsi Sulawes
Selatan.
£ at i)
Cakup jelas
Fas. 5B
it (1)
yamg dimaksud dengan Badan
petaksana program jaminai
Lesehatan  adalah  badan  yang
" dibentuk arau ditunjuix oleh Bupati
wuntuk melaksanakan program
jmrninan kesehatan.
Avzat(f2)
Cukup jelas
Pasal 5€
Ayest (1)
Yang dimaksud dengan Stanciar
Kompetensi Jabatan adaiah standar
kompetensi Pegawal Negerl Sipil yang

16



mendorong  peningkatan  kualitas
Manajemern: penierintahan dan
peningkatan kualitas layanan publik,
yang meliputi:
a. kompetensi dasar;
b. kompetensi bidang; dan
c. kompetensi kKhusus.

Ayat (2).
Cukup jelas

Avat (3)
Yang dimaksud dengan  tenaga
kesehatan adalah setap orang yang
mengabdikan dirl dalam  bidang
keschatarr. memiliki  pengetahuan
dan/atau keterampilan melaiu
scididikan di bidang kesehatan yang
memerlukan kewenangan dalam
menjalankan pelayanan keschatan.
Tenaga kesehatan terdiri daru:
1. tenaga medis terdiri dari dolkter

dan dok.er gigi;

2. tenaga keperawatan terdiri dar

perawat dan bidan;

P |
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Pasal TA

tenaga kelarinasian terdiri dan
apoteker, analis farmasi dan
asisten apoteker;

tenaga kesehatan masvarakat
terdiri dari epidemiolog kesehatan,
entomology kesehatan, penyuluh
kesehatan, administrator
keschatan dan sanitarian;

tenaga gizi meliputi nutrisionis
dan dietisien;

tenaga keterapian fisik meliputl
fisicterapis, okupasiterapis dan
terapis wicarg;

tenaga keteknisian medis meliptiti
radiographer, radioterapis, rekrisi
gigi, 1sknisi clektromeais, ancalis
keschatan, refraksionis optisien,
othotilk prostetik, teknisi tranfusi

dan perekam medis.

Avat (1)

Yang dimaksud dengan pelayanan

medis adalah pelavanan yvang harus

disediakan ran diberikan kepada

)



pasien-pasien  sesuai dengan  ilmu

pengetahuan  kedokteran mubktahir,

serta memanfaatkan kemampuan dan

fasilitas rumah sakit secara optimal.
Avat (2)

Cukup Jelas

PASAL II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOWA NOMOR .07



